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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah kehidupan berbargsa dan bernegarad pada Republik Indonesia
dimulai pada tahun 1945. Pada 'Inahun itulah berdirinya Negara Republik
Indonesia sebagal suatu kumpulan besar manusia, yang sehat jiwanya danl
berkobar-kobar hatinya, menimbulkan suatu kesadaran batin yang dinamakan
bangsa. Persatuan indonesia merupakan ide besar yang merupakan cita-cita
hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia telah
menjiwai proses penetapan bentuk negara. Bentuk negara ,yang‘tclah dipilih
harus memungkinkan terwujud dan ter] aminnya Persatuan. Indonesia.

Berdirinya Negara ini tidak hany:a‘ ditandai oleh Proklamasi dan
keinginan untuk bersatu bersama, akan tetapi hal yang lebih penting adalah
adanya UUD 1945 yang merumuskan berba__gai masalah kenegaraan. Atas
dasar UUD 1945 berbagai struktur dan unsuf Ne!gal.'a mulai ada. Walaupun
secara jelas pada masa itu belum ada lenhbaga-lémbaga yang diamanatkan
oleh UUD. Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan adanya Aturan Tambahan
dan Aturan Peralihan dalam UUD 1945. |

Setelah UUD 1945 berlangsung selama 4 tahun diganti dengan
Konstitusi RIS pada tahun 1949, kemudian diganti lagi dengan UuDSs 1950.
Pada masa UUDS 1950 terselenggara pemilihan urﬁum pada tahun 1955 untuk
memenuhi amanat masyarakat dalam Undang-Undang Dasar. Hasil pemilihan
umum tersebut melahirkan Dewan Perwakilan Rakyat scbagai suatu lembaga

-perwakilan rakyat, dan terbentuk Konstituante yang bertugas membuat UubD.




Setelah bersidang selama beberapa tahun Konstituante dibubarkan oleh
Presiden Sukamo secara sepihak. Setelah itu dimulailah iJeriodc kembali ke
UUD 1945 ditandai dengan Dekrit Presiden tahun 1959.

Setelah tahun 1998 maka dimulai zaman reformasi dan zaman ini
diakibatkan oleh berbagai krisis yaitu krisis ekonomi, krisis Politik ditandai
dengan adanya krisis kepemimpinan, krisis Konstitusi ditandai dengan
otoriternya kepemimpinan nasional atas dasar konstitusi dan krisis-krisis
tersebut melahirkan gerakan reformasi yang menginginkan suatu perubahan di
Indonesia. Suatu jaman perubahan yang dinamakan reformasi, menandai
berakhirnya orde baru, dengan digantikan oleh orde reformasi atau zaman
reformasi. Pada saat itu terjadi perubahan Konstitusi yang sangat dinantikan
oleh masyarakat Indonesia.

Setelah tahun 1998 dimulai tuntutan-tuntutan akan perubahan
mendasar di Republik Indonesia. Yang terpenting adalah dua tuntutan
masyarakat pada saat itu adalah Supremasi Hukum dan Amandemen atau
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1999 terjadi Perubahan I
UUD 1945 yang mengatur beberapa hal peﬁting seperti pembatasan jabatan
presiden. Pada tahun 2000 terjadi Perubakan II UUD 1945 yang mengatur
HAM dll. Pada Perubahan I dan 11 terjadi ngerapa perubahan yang mendasar
dalam UUD 1945, Pada Perubahan Undang---Undanngasar 1945 sampai tahun
2000 terdapat beberapa reduksi kekuasaan lembag‘a[ eksekutif seperti dalam
pembatasan kekuasaan Presiden. Dalam. banyak hal, Presiden tidak lagi
memegang kekuasaan legislatif. Dan Presiden harus memperhatikan pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Mahkamah Agung jika berkaitan dengan
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Perubahan yang terjadi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dari mayoritas
Ahli Hukum Tata Negara dan Para Politisi Partai Politik.l'A-kan tetapi setelah
Perubahan 11} maka terjadi perubghan mendasar terhadap UUD 1945. Secara
garis besar dapat disimpulkan Perubahan 111 Undang-Undang Dasar 1945
meliputi:
1. Akan adanya Pemilihan Pyesiden dan Wakil Presiden Langsung. Hal
ini berakibat besar terhadap tugas Majelis Permusyawar’atan'Rakyat.
2. Penghapusan Utusan Golongan dalam MPR dan terbentuknya DPD.

Qetelah Perubahan Iil Undang-Undang Dasar 1945 verlaku maka
banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Dasar.
Proses Perubahan Undang-Undang Dasar’ 1945 menjadi salah satu sebab
banyaknya kekurangan yang terjadi. Kare'na a’da beberapa hal yang belum
diatar dengan jelas, sehingga menimbulkai mésalqh secara tekhnis hukum.
Hal ini dikritisi sebagian besar oleh praktisi hukum terutama Hukum Tata
Negara. Ketika sedang memasuki Proses Perubahan IV perubahan yang
kurang dicoba diperbaiki. Perubahan IV menjadi suatu keharusan yang mau
tidak mau harus ada. Karena dengan adanya Pemilihan Presiden Langsung,
maka Presiden langsung pertanggung jawab kep'ada pemilihnya. Dan tidak ada
lagi tugas membyat GBHN yang dilakukan oleh MPR.

Perubahan IlI dan IV UUD 1945 telah mengubah status dan peran
MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah dari lembaga pemegang
kedaulatan rakyat yang disebutkan secara eksplist dalam UUD 1945 menjadi
lembaga negara. Setelah adanya Perubahan UUD 1945 maka berakhirlah

kekuasaan Majelis Pénnusyawaratan Rakyat sebagai lembaga pemegang



kedaulatan rakyat. Dan berakhir juga kedudukannya sebagai lembaga tertinggi
negara dalam struktur kelembagaan Negara di Indonesia.

Perubahan mendasar terjadi pada Pasal | ﬁyat (2) yang sebelumnya
berbunyi “kedulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat”, herubah menjadi “Kedaulatan Rakyat berada
ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.

Perubahan yang sangat mendasar terhadap Pasal | ayat (2) telah
menimbulkan reaksi keras dari gerakan nurani Parlemen, Forum kajian Iimiah
Konstitusi, sekelompok purnawirawan ABRI dan Akademisi yang menctang
rumusan itu. Mereka menilai perubahan itu telah mengubah dasar “Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijeksanaan dalam Permusyawaratan atay
perwakilan”, dan meniadakan eksistensi MPR sebagai lembaga tertinggi
negara sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Tetapi pandangan tersebut
ditolak oleh sebagaian kelompok lain, bahwa eksitensi MPR tidak akan hilang
tetapi berubah fungsi sebagai forum dan bukan lagi sebagai lembaga. Karena
forum, maka MPR tidak perlu lembaga, tetapi hanya merupakan sidang
gabungan (join sesion) antara DPR dan DPD, yang nantinya dirumuskan
dalam Pasal 2 (rancangan perubahan ke empat). MPR mengubah diri sebagai
parlemen bikameral. '

Berdasarkan latar belakang di atas terjadi pergeseran tugas dan
kewenangan MPR sebelum amandemen dan setelah amandemen dalam sistem
ketatancgaraan di Indonesia, sehingga menarik untuk mengetahui pergeseran

tugas dan wewenang MPR setelah amandemen UUD 1945 ?

Ni'matul Huda, 2003. Pofitik Ketatanegaraon Indonesia; Kajian Terhadap Dinamika
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B. Ruinusanr Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana pergeseran kewenangan Majelis

Permusyawaratan Rakyat setelah Amandemen UUD 1945?”

C. Tujuan Peneclitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji
pergeseran  kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah

Amandemen UUD 1945.

D. Maafaat Penelitian

1. Bagi Pengetahuan
Penelitan ini bertujuan mendapatkan data yang akurat mengenai obyek
yang diteliti sebagai bahan dasar penyusunan penulisan hukum sebagai
syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Bagi Pembangunan
Untuk menambah bahan bacaan .clii bidang hukum tata negara khususnya

mengenai pergeseran kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
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